
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.171, 2013 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pengadaan. 
Pendaftaran. Status. Rumah Negara. Petunjuk 
Teknis. Perubahan.  

 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR P.7/Menhut-II/2013 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN                           

NOMOR P.45/MENHUT-II/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, 

PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA 
LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.45/Menhut-II/2010 telah ditetapkan Petunjuk Teknis 
Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, 
Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah 
Negara Lingkup Kementerian Kehutanan; 

b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara Berupa Rumah Negara, dan sesuai 
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara, 
maka Peraturan sebagaimana huruf a perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2010 tentang 
Petunjuk Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan 
Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan 
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Hak Atas Rumah Negara Lingkup Kementerian 
Kehutanan; 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4515);  

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4747); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, 
dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 

  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P 
Tahun 2011; 

  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
Republik Indonesia; 

  8. Peraturan  Presiden  Nomor  24  Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 
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  9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 
Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara; 

 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan 
Barang Milik Negara; 

 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 

 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-
II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, 
Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan 
Barang Milik Negara lingkup Kementerian Kehutanan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.2/Menhut-II/2012 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49);  

 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-
II/2008 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 
Lingkup Departemen Kehutanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 870); 

 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 
tentang Pengelolaan Barang Milik berupa Rumah Negara; 

 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 405); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 779); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN 
NOMOR P.45/MENHUT-II/2010 TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN 
STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS DAN 
PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA LINGKUP 
KEMENTERIAN KEHUTANAN. 

PASAL I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.45/Menhut-II/2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan, Pendaftaran, 
Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak 
Atas Rumah Negara Lingkup Kementerian Kehutanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 538), diubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 1 dan angka 2, disisipkan satu 
angka baru yaitu angka 1.a, dan diantara angka 13 dan angka 14 
disisipkan 3 angka baru yaitu angka 13.a, angka 13.b, angka 13.c  
yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

1a. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua 
barang yang dibeli, atau diperoleh atas beban APBN atau 
perolehan lainnya yang sah. 

13a. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan 
bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta 
melakukan pengelolaan BMN. 

13b.  Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan BMN. 

13c.  Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III adalah Menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan 
Umum. 

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 
8a, yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8a 

(1) BMN berupa Rumah Negara harus dilakukan penetapan status 
penggunaan oleh Pengelola Barang. 

(2) Rumah Negara yang akan ditetapkan status penggunaannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. Rumah Negara Golongan I dan Golongan II ditetapkan status 

penggunaannya pada Pengguna Barang; 
b. Rumah Negara Golongan III ditetapkan status penggunaannya 

pada Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III. 
(3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang 
diajukan oleh Pengguna Barang dan Pengguna Barang Rumah 
Negara Golongan III. 

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan 
Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Pendaftaran Rumah Negara dilakukan oleh : 
a. Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris 

Badan atas nama Menteri melakukan pendaftaran Rumah Negara 
Golongan I dan Golongan II kepada Menteri Pekerjaan Umum 
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dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya melalui Direktur 
Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk Rumah Negara pada 
Satuan Kerja Pusat dan terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang dan Bekasi; 

b. Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris 
Badan atas nama Menteri melakukan pendaftaran Rumah Negara 
Golongan I dan Golongan II kepada Menteri Pekerjaan Umum 
dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya melalui Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi setempat yang 
membidangi Rumah Negara untuk Rumah Negara yang terletak di 
luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; 

c. Kepala Unit Pelaksana Teknis atas nama Menteri melakukan 
pendaftaran Rumah Negara Golongan I dan Golongan II kepada 
Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta 
Karya melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis 
Provinsi setempat yang membidangi Rumah Negara; 

d. Kepala Unit Pelaksana Teknis atas nama Menteri melakukan 
pendaftaran Rumah Negara Golongan I dan Golongan II kepada 
Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta 
Karya melalui Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan 
untuk Rumah Negara yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang dan Bekasi. 

(2) Kelengkapan Pendaftaran : 
a. Surat permohonan pendaftaran; 

b. Daftar inventaris; 
c. Kartu legger; 

d. Gambar legger/gambar arsip rumah dan gambar situasi; 
e. Foto copy keputusan otoritas pembangunan rumah (sumber dana 

penganggaran pembangunan Rumah)/surat keterangan perolehan 
dari Kepala Satuan Kerja; 

f.  Foto copy tanda bukti hak atas tanah atau surat keterangan 
tentang penguasaan tanah; 

g. Foto copy surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat 
keterangan membangun dari Kepala Satuan Kerja. 

(3) Formulir daftar inventaris, kartu legger dan gambar legger 
sebagaimana format yang tercantum pada lampiran 2 Peraturan ini. 

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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